UIN SUSKA RIAU

N\
=

ELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN
KABUPATEN KAMPAR MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Illf
h :lll
UIN SUSKA RIAU
Oleh
FELNA LUTHFIA MURSYID
12020425835
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1446 H/ 2024 M

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
ROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

© I.m k cipta milik UIN Suska Riau H State Islamic Cz?mumm%ﬁcm Sultn Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buese|iq ‘'z

NVId VISNS NIN
———
o0}
A )

‘nery BYsng NIN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiufiigliey uesinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

PERSETUJUAN PEMBIMBING

9YeH ®

Skripsi  dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL

Buepun-6uepun 16unpuq e3di yeH

NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR
ﬁgiENbRUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh -

;:: Nama - Felna Luthfia Mursyid

= .

— NIM 0 12020425835

=

g) Program Studi . Hukum Tatanegara (Siyasah)

w

L

) Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munagasya
Fikultas Syariah dun Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

0

c

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi | Pembimbing Skripsi 11

|

5’494

. H. Ahmad Zikri, SAg, MH
196809102012121002 NIP 19710108 199703 1 003

JJaguins uexingaAusw bep\ueywniueousw edue) 1wl siny eAiey yninjas neje uelbegas diynbusw Buele|q °|

nery wisey jrreAg ue"r;s Jo A3ISIdATUN) agwe]%



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjes neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buele|iq ‘'z

NVId VISNS NIN
———
(R
A )

‘nery eysng NN tefem Guek uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

3 uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) eAiey uesiinuad ‘ueniuad ‘ueyipipuad uebunuaday ymun eAuey uednynbuad e

‘yejesew niens uenelun ng

:Jaquins ueyingaAusw uep ueywnjuesusw eduey jul siny eAley yninjes neje uelbeqges diynbusw Buelse|q “|

% ) PENGESAHAN PEMBIMBING

Dc@n Fakultas Syariah dan Hukum

Unﬁersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

weydioy

No=" : Nota Dinas
Lamp : -
I-Iag : Pengajuan Skripsi .

Buepun-6uepun 16unpuiq e3dio yeH

Sdg
7
N .
Fekoa Luthfia Mursyid
Py

Assalamu 'alarkum. Wr. Wb
c
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©
g ABSTRAK
Felp’:é Luthfia Mursyid (2024) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

i (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai
Bangun Kabupaten Kampar Menurut
Perspektif Figh Siyasah

ntwed

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
teptang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program
Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat 3
k@ada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data
tefPadu terutama di desa tarai bangun kabupaten kampar, namun pelaksanaan pkh
tergmatama di desa tarai bangun masih banyak penerima pkh yang tidak tepat
sagdran, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan
Pregram Keluarga Harapan (PKH), (2) Faktor Pendukung dan Penghambat, dan
(3) Bagaimana Tinjauan Figih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di
Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar, Adapun Tujuan penelitian ini (1) Untuk
Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan (PKH), (2) Untuk Mengetahui Faktor
Pendukung dan Penghambat (PKH),(3) Untuk Mengetahui Tinjauan Figih Siyasah
Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field research),
Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi Kemudian
dianalisis mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam
pedelitian ini berjumlah 220 orang dan sampel sebanyak 10 orang. yaitu terdiri
daﬁ 8 orang penerima PKH, 1 orang pendamping PKH, 1 orang perangkat desa
yainj:u Kepala Desa.

2- Hasil penelitian bahwa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai
Bajfrgun Kabupaten Kampar, sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada
beBerapa faktor penghambat yang menjadi kendala. Tinjauan figh siyasah
te%adap pelaksanaaan pkh ini sudah terlaksana dengan baik hanya saja
misyarakatnya masih banyak yang masih saja pro dan kontra terhadap program
mI'.(;;

K%a Kunci : Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial, Figh
Siyasah
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g KATA PENGANTAR

-

g. Assallamu’alaikum warahmatullahiwabarokatuh

o  Alhamdulilah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allan SWT,

=] : : . :
yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

X

skeipsi ini, dengan judul (Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

B%r)dasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai

c
Bahgun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Figh Siyasah) Sholawat dan

jeb)
serta salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW,

ket%arga, sahabat, dan umatya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi penulis menyadari sepenuhnya bahwa
penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan

krEi’k yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini

-

pe:ﬁulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan seluruhnya kepada:

+¥]

1.5Terima kasih kepada Ayahanda Mursidi Abdul Salam S,Ag, Ibunda Herni
o]
gbinaria S,Ag, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu

Eyang selalu memberikan perhatian, doa, dan dukungannya, serta kasih sayang
]

Zdan semangat dalam menyelesaiakn skripsi ini.
=)

2.$Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku
e

g'Rektor, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H.

ChMas’ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc.,

A
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mIPh. D., selaku Wakil Rektor I1I, dan beserta seluruh jajaran Civitas akademis

-
oUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan

E‘kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
3.§Terima kasih kepada Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan, Bapak Dr. H.
gAkmal Abdul Munir, LC., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.
?ﬁg., selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil

c
iDekan Il Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

jeb)
Kasim Riau.
QD
4.< Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag., selaku Ketua
Jurusan dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum
Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S,Ag,MH selaku
pembimbing | dan Bapak Dr. Wahidin, S,Ag M,Ag selaku pembimbing II
E-X/ang telah membimbing serta arahan terhadap penulis hingga menyelesaikan
® crinsi ini
f ripsi ini.
+¥]
6.5 Terima kasih kepada Ibu Dr. Aslati, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik (PA)

o]
Cyang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

=

7.§Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas
]
Q'Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang
=)

J

Anemberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
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8.mITerima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S. IP., M. Si., selaku

-
oKepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang
o

o telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.

=1 . . :
9.—Terima kasih kepada Kepala Desa, Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar

e

Bapak Andra Maistar, S.Sos serta Pedamping PKH dan Masyarakat Desa yang

éelah membantu penulis melakukan riset atau penelitian.

c
10;:_Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bertahan sampai dititik ini

Q;Euntuk menyelesaikan tugas terakhir.

112Terima kasih kepada keluarga besar Jurusan Hukum Tata Negara angkatan
2020, dan teman-teman kelas F yang telah memberikan bantuan dan arahan
dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu

persatu
Demikianlah, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya
dan pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang
beEﬁpat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada panulis dalam

(¢]
mgnnyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

&
Iskim Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Amin Yarobbal Alamin.
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FELNA LUTHFIA MURSYID
NIM. 12020425835
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©
I BAB I
{ah]
-
o PENDAHULUAN
=
jeb)
= i
Latar Belakang Masjalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat

NI XL

ko&stitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan
se%nap ban gsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kes:@jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ke:JErtiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan,
pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi
lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi
kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki
da%’ perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mé}agembangkan kehidupan yang bermartabat. *

Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya tingkat

B orurey

apatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang

o ©
AT

esinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan,

181

keferbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok

a. Kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat,

5
29°

kefiidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang

Ag uByn

! DEDY GUNAWAN, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar
KeEamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018 Perspektif Figih Siyasah Skripsi” (2022): 2022.
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©
tidﬂ?& aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dirincikan

-
oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan

o
dafam kehidupan sipil, sosial dan budaya.?
=
— Agama Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidak
=
mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, Akan tetapi kemiskinan merupakan

sagh satu masalah kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena
pe‘jrj_laku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha. Kemiskinan model
se;;rti inilah yang membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga
mgSyarakat. Islam pun menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang
mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah
SWT. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, Maka akan menjadikan kemiskinan
yang mampu membuatnya lupa kepada Allah SWT.?

Ayat yang menjadi rujukan tentang kemiskinan terdapat dalam al-Qur’an

surat Al bagarah ayat 268:

P

&’é'n"a 20w 2. 2 - 3G~ <~ <=2 S 338 22234, . 53229 2
237y doe B ,2s d ably Llasesll L3 ""vgu\.suﬂ 2J 1
%aﬁ_j 5 8 2% VS 2 s - vbjo ")J.Q.LI 2 u_ja..:.wj
E 51 - 9 - "a‘/

. (B2 ey ATy
Artinya: “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh

kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan
dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.*

2 Utami Auriza, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pregram Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan Xiii Koto Kampar
KdBUpaten Kampar Menurut Perspektif Figh Siyasah” (2021).

¥ Nurul Fahmi and Khairil Anwar, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2048 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat
Mistkin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan,” Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 1, no.
2 (2020):h. 88-105.

= * Alqur’an Dan Terjemahannya “Edisi Penyempurnaan 2019”, Al-bagarah, ayat 268 , h. 60

S 30 AjIs1aArup)
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Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na

-

NS NIN!w Bld!g'HEH ©)

\J’KC)°}: ﬁ}aﬂ\ Y

Artinya: “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.” (HR. AbuNa’ im)

Hadits tersebut setidaknya memiliki 3 makna sebagai berikut:

Pertama, orang-orang miskin harus selalu hati-hati atau waspada terhadap
kefhiskinannya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat
m%ggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-
kgutuhan hidupnya. Dalam masyarakat, bisa saja terjadi seorang suami yang
miskin melakukan perampokan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bisa pula terjadi, seorang ibu yang miskin karena tekanan ekonomi
menjual diri demi menghidupi anak-anaknya. Demikian pula seorang pemuda
yang miskin, bisa saja nekat melakukan pencurian karena didorong keinginannya
untuk meniru gaya hidup teman-temannya yang anak orang kaya.

Ada banyak orang miskin yang karena ketidakberdayaannya secara

omi tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka tidak pernah pergi ke masjid

§ 23e15

e

[
Bre|

k shalat sebagaimana mereka tidak pernah berpuasa. Banyak orang seperti ini

T

rnya berpindah ke agama lain karena adanya bantuan-bantuan ekonomi yang

>

pu menyejahterakan hidupnya.

&4}91§A;

Mengingat beratnya godaan-godaan yang dialami orang-orang miskin,

a mereka harus pandai-pandai membentengi keimanannya dengan sabar dan

3
}Ing jo

kur. Dengan sikap seperti ini orang-orang miskin akan bisa tangguh

i3

ghadapi godaan-godaan yang bisa menggoyahkan imannya.

nery wisey JlS
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Jika untuk mencapai sabar dan syukur mereka tak mampu, maka mereka

dioyeH @

tidggk memiliki pilihan lain kecuali harus bekerja keras mengatasi kemiskinannya.
M%eka harus berjuang keras untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dengan
ka;\__a lain, orang-orang miskin yang tak bisa sabar dan syukur harus berusaha
m%;jadi orang yang berkecukupan guna melindungi imannya dari rongrongan-

c
roffgrongan yang bisa membuatnya kufur, dan bahkan bisa memurtadkannya.

Q;E; Namun bagi orang-orang miskin yang memang bisa sabar dan syukur,
mgreka boleh memilih hidup miskin atau sederhana dengan tetap melaksanakan
kewajiban-kewajibannya, seperti mencukupi kebutuhan dasar keluarga yang
terdiri dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Mereka harus tetap bisa hidup mandiri tanpa menggatungkan atau menjadi beban
bagi orang lain. Mereka tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain
dengan meminta-minta.

Kedua, sebagai peringatan kepada orang kaya-kaya bahwa kemiskinan

dialami saudara-saudaranya yang miskin dapat mendorognya kepada

<
[S§ aje)g

ufuran, baik kufur dalam arti murtad atau ingkar akan adanya Tuhan maupun

E;DI&;E

r dalam arti ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT.

Dalam kaitan itulah maka orang-orang kaya diwajibkan mengeluarkan

ISI9ATIU

zakat dan disunnahkan memberikan sedekah kepada mereka yang miskin yang

&

membutuhkan uluran tangan. Zakat dan sedekah ini memiliki fungsi sosial yang

ngjyo

at penting, yakni memeratakan kesejahteraan sosial dan terjalinnya hubungan

4
Sugl

g baik antara orang kaya dengan orang miskin.

<
ek

nery wisey jix
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©
g Hubungan baik seperti itu tentu saja sangat penting sebab bisa

dig_\yangkan betapa mengerikannya jika orang-orang miskin setiap hari
mgfencanakan dan melakukan pencurian atau perampokan kepada orang-orang
ka%\ karena desakan ekonomi. Hal seperti ini bisa sangat meresahkan mereka
yag_g kaya. Mereka akan selalu hidup dalam kecemasan karena tidak hanya harta
mgz}')eka yang terancam tetapi juga jiwa mereka. Bukankah sering kita dengar

c
pé;‘rampokan disertai pembunuhan?

jeb)
2 Dalam kaitan ini ada nasihat bijak yang berbunyi “Pagar mangkuk itu

QD
lebih baik daripada pagar berduri.” Maksudnya pendekatan sosial seringkali

lebih efektif daripada pendekatan yang mengutamakan kekuatan fisik. Sekali lagi
dalam kaitan inilah, Islam menekankan kepada orang kaya untuk senantiasa
mengeluarkan zakat, baik zakat mal dan zakat fitrah, maupun sedekah yang
diberikan kepada orang-orang miskin, baik mereka meminta maupun menahan
diri untuk tidak memintanya.

Ketiga, sebenarnya kemiskinan itu ada dua macam, yakni kemiskinan

a}els

m@erial dan kemiskinan spiritual. Yang dimaksud kemiskinan material adalah
+¥]

keEdaan kurang atau miskin dari harta benda duniawi. Sedangkan yang dimaksud

keg]iskinan spiritual adalah kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan

A

ke;ﬁurangan harta benda duniawi, tetapi terkait dengan kurangnya akan iman atau

jiﬁ;

¥ Muhammad Quraish Shibab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah mengatakan

]

J

N

baBwa setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal

Ag

shaleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan dan menyuruh kalian

LI

nery wisey j



D)

EF

f
>

NV VASNS NIN

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
begbuat kejahatan. Ampunan Allah amatlah luas Dia Mahakuasa untuk membuat

-
kalian kaya, Tidak ada satu masalah pun yang tidak diketahui-Nya.>
o

—

o Menurut ketentuan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
tel%_{gng Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program
ngarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian
baﬁuan sosial bersyarat 3 kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan
ya‘Eg terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh
Pl;at Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga
pegerima manfaat PKH.°

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial
sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, melalui program bantuan sosial pengentasan rakyat miskin seperti
diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial seperti Jamkesmas,
Raskin, Bsm, Pnpm, hingga Program Keluarga Harapan. Program program
te%?ebut berdasarkan pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.11 Tahun 2009
tergt-ang kesejahteraan sosial bahwa: ‘“semua upaya yang diarahkan untuk

F—

W

menhcegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial disebut
-

segagai perlindungan sosial”.’

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara

udiuk memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan

ng|jo BISIaAT

® M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur"an Jilid I,
(TaAgerang: PT. Lentera Hati, 2016), h.703

= % Dika Prabowo. (2018). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:
Kepgana h. 60

‘< Heryanti Heryanti, “Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone Dalam Menanggulangi
Keiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial),”
JutBal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law 2, no. 2 (2019): h. 46-72.
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©
Prgi‘:;ram masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga

-

Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu Program yang
o

mgmberikan bantuan tunai dan non tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika
= : : . :

mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas

=
sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan

soﬁal.8

‘E_ Dalam UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
ad;jah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau
se&orang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program
penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan
sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan Sosial
PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga,
kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko
social’
Program Keluarga Harapan (PKH) ini di lihat dari status kerja hanya

sebagai Pendamping dalam terlaksanaya Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas

[SEa3Ie3s

lal Kabupaten Kampar dalam persfektif Perundang-Undangan apakah kerja

% Dlé)l?

amping ini termasuk dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13

—
SATU

un 2003 tentang Ketenagakerjaan, Apakah Pegawai Pemerintah dengan

o)
Bisi

anjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK sebagaimana yang tertuang

m Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang

8 Nely Yana, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Figih Siyasah,” SKRIPSI Diajukan Untuk
Metengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) (2021).

° Dika Prabowo. (2018). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:
KeRgana : h. 60

o
egguejngjo

nery wisey
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Mghajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Hal ini harus

kef_;gsuaian dengan peranan dan kedudukan ketenagakerjaan, diperlukan
p%\bangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan
pege_m serta dalam pembangunan untuk peningkatan perlindungan tenaga kerja dan
kegarganya sesuai dengan harkat dan martabat. Untuk itu sangat diperlukan
adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar
pé?ii_erja/buruh dan menjamin kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi
at;; dasar apapun untuk mewujudkan kesejahtraan pekerja dan keluarganya
deggan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan.

Bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan yang diberikan berorientasi
kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan
kesehatan, Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH,
hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni hamil atau menyusui
dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian juga komponen
peﬁijidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana

-

(¢]
bacgtuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga

F—

(d;npak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang yakni investasi dari
o]
gegérasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan dari segi kesehatan dan

pefgdidikan (sumber daya manusia).™

S

PI@'-I mempunyai tujuan yaitu :

9 Dika Prabowo. (2018). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat.
ta: Kencana: h. 60
" yana, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
jarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Figih Siyasah.”(2021).
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Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses
layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial

Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga
miskin dan rentan

Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima
manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta
kesejahteraan sosial

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.*?

nNepd eXsnS NIA AW gdid ey @

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat Desa

Tarai Bangun Kabupaten Kampar, bantuan yang diberikan kepada masyarakat

tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan

dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli
asyarakat yang kurang mampu.

Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari

W
-
o8]
-
(¢]
e
wn
éﬁantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna,

T

@amun juga memiliki kelemahan yaitu bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat

u

;;'asaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi

-t

W
Liagar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan

=)
%epada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan.

A

2 Dewi A. Rahmawati. (2021). Manajemen Program Keluarga Harapan. Bandung:
eta, h: 63
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Kenyataannya di lapangan, berdasarkan observasi (pengamatan) penulis

FHEH @

ahwa Program Keluarga Harapan pada masyarakat Desa Tarai Bangun

53

abupaten Kampar masih memiliki permasalahan yang muncul. Adapun

jejala-gejala yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1! W

Masih ada warga penerima manfaat bantuan PKH berasal dari warga yang

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya ia tidak
menerima bantuan tersebut.

Masih ada warga yang kurang mampu yang mana ia telah memenuhi

ned eYsns NIA

komponen yang telah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai
penerima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak menerima bantuan
tersebut baik berupa tunai maupun non tunai.
3. Masih ada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun
tidak menerima bantuan tersebut, baik berupa tunai maupun non tunai.
Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian

miah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu

IS 23835

g‘naka penulis memilih judul: “PEIAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
E—IARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
%IOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN
=

k%(AMPAF\’ MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.

o
B. Bafasan Masalah
=

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

o
vE5 ue)|

dikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang Pelaksanaan

nery wisey jix
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©
Prggram Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor

e

1 ®ahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Figh
o
Si%sah.

=
Remusuan Masalah
~

C Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan

=
dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
c

= Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tarai
jeb)

A Bangun Kabupaten Kampar?

2.g Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Harapan (PKH)
Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar?

3. Bagaimana Tinjauan Figih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.§Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar

Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga

Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar

Untuk Mengetahui Tinjauan Figih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1

Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampa

nery wisey Jrredg uejng yo AJISIdATU[) dTWE[S] 3
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2@

2. anfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan

dio e

ayakademis sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini

g bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan
i cakrawala pengetahuan Fakultas Syari’ah dan Hukum terkhusus jurusan
‘E_ Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada
Q;:;; umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.

g b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat

dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik
dilingkungan masyarakat.

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan
perkuliahan program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum

Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

-
- Kasim Riau.
¢
oy
e
Sistematika Penulisan

druLe

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku

un

paﬁ'duan penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Penulis membagi
-t
W

méijadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar
(=}

m’e—fmpermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.
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:PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penelitian.

‘KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dari penelitian ini
berkenaan dengan: Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di
Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar

:METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi
penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan
sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
"HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai Tentang Program Keluarga
Harapan (PKH) Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar dan

Tinjauan dalam Perspektif Figh Siyasah.

:KESIMPULAN DAN SARAN
Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat
sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta

saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini
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{ah]
G
o TINJAUAN PUSTAKA
=
m -, =
Kerangka Teoritis

=Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan

SNIﬂEIUI!

atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang

S

di@rapkan, pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan
py)

uriiik melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan
ditcetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan ,alat alat yang dibutuhkan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya di mulai dan bagaimana cara
yang harus di laksanakan, suatu proses rangkaian dan kegiatan tindak lanjut
setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan
keputusan, langkah yang setrategis maupun operasional atau kebijaksanaan

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

I 21831S

S

adgtah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan

I

sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
reisana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya

m
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

ej[ng Jo A3r

13 Syukur Abdullah, Kumpulan Makalak ”Study Implementasi Latar Belakang Konsep
Pepdekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan ", Persadi Ujung Pandang,Hal 40” (1985):
h. EH: 28.

14

Su

Http://1d.Shvoong.Com/Social-Sciences/Sociology/2205936-"Pengertian-
Peﬁksanaan -Actuating/, 1” (2005): h. 1-10.

14
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©
Pelgertian pelaksanan menurut para ahli:

a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang
telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan
alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana
tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah

sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari

nery exsng Nin ! iw ejdio ye

kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan
dalam suatu program dan proyek.

c) Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan
keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan
sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara
ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis

d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan
pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap
anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang
telah direncaanakaan.'

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang
telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan,

alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat

Ag uej[ng Jo AJISIIATU() DTUIR]S] d)¥}S

15 Oktabela, M. E. Tinjauan Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, h. 23.
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pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu
proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau
kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,
langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi
kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. *°
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu
kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah
ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu
di lapangan maupun di luar lapangan yang mana dalam kegiatannya
melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh
alat-alat penunjang.
Program Keluarga Harapan
a. Pengertian Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang
memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin
(RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan
kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan suatu
program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan
bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH
berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulanggan

Kemiskinan (TKPK), baik dipusat maupun di daerah. Oleh sebab itu

Iefg uejng Jo AJISIdATU) dDTWER[S] 3}€)S

nery wisey

16 Faisal Rahman. (2020). Kesejahteraan Sosial: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia

Grégp: h. 60
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akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi
koordinasi dan sinergi yang baik.’

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH
adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi
kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka
untuk mengubah perilaku miskin, Program sebagaimana dimaksud
merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan
melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program
semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional
cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.
Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan
(misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas
kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).*®

Dasar hukum lahirnya PKH mengingat UU No 40 Tahun 2004
tentang “Sistem Jaminan Sosial Nasional”. UU No 11 Tahun 2009
tentang “Kesejahteraan Sosial”. UU No 13 Tahun 2011 tentang
“Penanganan Fakir Miskin”. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012
tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Peraturan Pemerintah
No 63 Tahun 2013 Tentang “Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir

Miskin melalui Pendekatan Wilayah”. Peraturan Presiden No 7 tahun

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

7 Fabiana Meijon Fadul, “Sistem Informasi Jenis Bantuan PKH Pemerintah,” no. April
(2019): h. 12-26.

'8 Diajukan Guna et al., “Program Keluarga Harapan,” program keluarga harapan
) (2012): h.17.
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2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”. Peraturan Presiden No
46 Tahun 2015 tentang “Kementerian Sosial”. Peraturan Presiden No 63
tahun 2017 tentang “Penyaluran bantuan sosial Secara Non Tunai”.
Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2015 tentang “Organisasi dan
Tata cara Kementerian sosial”. Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun
2016 tentang ‘“Mekanisme penggunaan data Terpadu Program
Penanganan  fakir  miskin”.  Peraturan  Menteri  Keuangan
N0254/PMK.05/2015 tentang “Belanja Bantuan Sosial Pada
kementerian Negara/lembaga. Dengan semua ini maka diputuskan dan
ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 No 1 Tentang PKH.*
Dasar hukum penegasan tentang acuan dasar hukum berdirinya
Program Keluarga Harapan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) jo Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 tahu 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional berbunyi:®
1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi  kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

19 peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
0 Guna et al., “Program Keluarga Harapan.”(2012).
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rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial.*

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM vyang
ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan
diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut: Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan
Direktur  Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor
26/1.JS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen
Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019. %

Indeks Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua
jenis yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dengan
ketentuan Bantuan Tetap untuk setiap keluarga regular sebesar: Rp.
550.000,-/keluarga/tahun, PKH AKSES: Rp. 1.000.000,-/keluarga/tahun.
Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH, ibu hamil: Rp
2.400.000,-, anak usia dini: Rp. 2.400.000,-, SD: Rp. 900.000,-, SMP: Rp.
1.500.000,-, SMA: Rp. 2.000.000,-, Disabilitas berat: Rp. 2.400.000,-,
Lanjut usia: Rp. 2.400.000,-. Bantuan komponen diberikan maksimal 4
jiwa dalam satu keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan
salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan yang

dimulai pada tahun 2007 yang dicadangkan oleh pemerintah. Sasaran atau

penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

S ufe}[ng jo AJISIdATU() dIWR[S] d)e}§

1 pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

inan Sosial: h. 60

2 Fajar Setiawan. (2017). Sosiologi Keluarga dan Pembangunan Sosial. Jakarta:

\Grafindo Persada: h. 60
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yang memiliki anggota terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu
hamil/ nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama PKH adalah
untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka
pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM,
sedangkan untuk jangka panjang yaitu memeriksakan kandungan bagi ibu
hamil dan perbaikan gizi, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan
antar generasi.

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir
pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta
Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesehatan meliputi
pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan
imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban dibidang
pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota
keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan
menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan
(PKH) penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi
disabilitasnya.

Tujuan Program Keluarga Harapan
Adapun tujuan dari PKH adalah sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:**

S ufe}[ng Jo AJISIDATU() dIWIR[S] d}e}§
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nesian Journal of Public Policy Review 20 (2022): h. 1-10.

24 pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

pan: h. 60
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Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus

rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta

merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin yang relatif kurang

mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan Permensos Nomor 1

Tahun 2018 tujuan Program Keluarga Harapan yaitu:

a.

Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui
akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
keluarga miskin dan rentan;

Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima
Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta
Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta
kesejahteraan sosial;

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada

Keluarga Penerima Manfaat. °

Secara spesifik tujuan dari PKH ini adalah:

a.

b.

Meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin;
Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak
balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari
Rumah Tangga Sangat Miskin;

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga sangat Miskin;

Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

G
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% Indah Permata. (2020). Program Keluarga Harapan: Analisis dan Evaluasi. Jakarta:
edia: h. 60



D)

EF

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

22

Program Keluarga Harapan akan memberikan manfaat jangka
panjang dan jangka pendek kepada anggota Penerima Manfaat PKH.
Untuk jangka pendek, PKH memberikan income effect kepada para
anggota dengan bantuan berupa uang tunai yang akan diterimanya, hal ini
tentu sangat membantu perekonomian keluarga sangat miskin untuk
mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang,
PKH menjadi alat pemutus rantai kemiskinan antar generasi melalui
peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas
pendapatan anak di masa depan.®

Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 memberi bantuan sosial bersyarat
kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar
dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat
Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga
penerima manfaat PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial,
Komponen PKH terdiri dari®’

a. Kiriteria komponen kesehatan, yaitu:

1) Ibu hamil atau menyusui;

2) Anak ber usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
b. Kriteria komponen pendidikan, yaitu:

1) Anak sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah atau sederajat

1S JO AJISIdATU) dDIWIB[S] d)€}§
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% Jalilani, Imam Al-Mursi, dkk. (2011). Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IALIN

(him. 22).

" Annisa Julianingsih, IMPLEMENTASI PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018

)]
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa
Tafflan Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) Uin Raden Intan Lampung, h.
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2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau
sederajat
3) Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat
4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang
belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
c. Kiriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu:
1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat®
Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan
Dalam peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6
disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
a. Bantuan Sosial PKH;
b. Pendampingan PKH;
c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan
sosial; dan
d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan,
subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar
lainnya.
Di samping hak yang dimiliki oleh Penerima Program Harapan tentunya
memiliki kewajiban sebagai penerima bantuan. Hal ini diatur dalam Pasal

7 yaitu sebagaimana berikut:*

o
nery wisey frrefg uejng jo

%8 Ramadhan Saputra. (2021). Kebijakan Sosial dan Peran Pemerintah. Yogyakarta: UGM
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a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan
protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol)
sampai 6 (enam) tahun;

b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit
85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak
usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan

bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai 70 (tujuh

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

puluh) tahun dan/ atau penyandang disabilitas berat.

Dalam pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan
bahwa Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi
dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH,
perlindungan, dan jaminan sosial.*°
Adapun mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan sebagai berikut:

a. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon
penerima manfaat PKH

b. Penetapan calon peserta PKH, data tingkat kemiskinan dan kesiapan
pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam
penetapan wilayah kepesertaan PKH.

c. Validasi data calon penerima manfaat PKH, Penetapan Keluarga

Penerina Manfaat PKH berdasarkan hasil validasi data calon penerima

? Indonesia, Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pregram Keluarga Harapan, Pasal 5.

%0 Rizki Amalia. (2019). Pembangunan Masyarakat Berbasis Keluarga. Jakarta: Pustaka
AliZlbet: h. 60
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manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen dan atau pemutakhiran
data.

Penyaluran Bantuan Sosial PKH, penyaluran dilakukan dengan non
tunai. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara
bertahap dalam satu tahun, nilai bantuan sosial PKH di tetapkan oleh
direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan
komponen bantuan sosial PKH, kementerian sosial melalui bank
penyalur melakukan penyaluran non tunai ke rekening atas nama
keluarga penerima manfaat PKH, rekening atas nama keluarga
penerima manfaat PKH dapat diakses melalui kartu keluarga sejahtera.
Pendampingan PKH, bertujuan untuk memastikan anggota keluarga
penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban,
pendamping PKH dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas
memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima
manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan pertemuan
peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat
PKH paling sedikit 1 kali per bulan.

Peningkatan Kemampuan Keluarga, ini dilaksanakan melalui
pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yaitu proses belajar
secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada
keluarga penerima manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial
dengan keluarga penerima manfaat PKH satu bulan sekali.

Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat pkh, merupakan

kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH
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terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan sosial.

Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH, dilakukan oleh
pendamping sosial dan administrator pangkalan data, dilaksanakan
setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga
penerima manfaat PKH.

Transformasi Kepesertaan PKH, merupakan proses pengakhiran masa
kepesertaan PKH berdasarkan hasil kegiatan pemuktahiran sosial
ekonomi, kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan
evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial KPM PKH.
Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk
melaksanakan kegiatan dalam komponen:

1) Kesehatan;

2) Pendidikan; dan

l. 31

3) Kesejahteraan sosia

Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dengan ketentuan harus:

a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau

petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu
hamil/nifas;

Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau
petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu

menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan

M
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31 Shalahuddin al-Ayyubi. (2013). Figh Keluarga: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Al-
vardi: h. 60
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c. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau
petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi
bayi dan balita.

Sedangkan untuk komponen pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar
dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah
kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, Kkursus,
maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua
belas) tahun. Untuk komponen kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan ketentuan harus:

a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan
lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam
puluh) tahun; dan

b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan,
merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal
bagi penyandang disabilitas berat.*

Pengertian Figih Siyasah

Figh siyasah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab,
terdiri dari dua kata, yaitu “figh” yang berarti pemahaman atau pemikiran.
Secara terminologi (istilah), menurut para ulama syara’ (hukum Islam),

figh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Sedangkan

"siyasah™ yang berarti kebijakan politik. Secara harfiah, figh siyasah dapat

Q

nery wisey ngig ue}[ng jo AJISIdATU() dIWE[S] 3)e}§

%2 Shihab, M. Quraish. (2016). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesaksian, dan Keseruisan Al-
n (Jilid I). Tanggerang: PT. Lentera Hati. (hIm. 703)
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diartikan sebagai pemahaman atau pemikiran tentang kebijakan politik.
Namun secara lebih spesifik, figh siyasah dapat diartikan sebagai cabang
ilmu dalam Islam yang mempelajari hubungan antara syariat Islam dan
kebijakan politik. Figh siyasah mencakup berbagai aspek kebijakan politik
seperti kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, keamanan dan
pertahanan, dan hukum pidana. Figh siyasah adalah sebuah cabang ilmu
figh yang berfokus pada aturan-aturan yang terkait dengan urusan politik

dan pemerintahan dalam Islam. llmu ini membahas mengenai hubungan

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

antara pemimpin dan rakyat, tata cara pemilihan pemimpin, tugas dan
wewenang pemimpin, dan berbagai masalah lain yang terkait dengan
politik dalam Islam.*®
Objek kajian figh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara
warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan
lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga Negara,
bai_lg hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat
ekg;"tern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti
itl§' tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan

z Pembagian ruang lingkup figih siyasah dapat dikelompokkan tiga bagian
po@ok yaitu:**
: a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian

ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri’yah

uejng jo Ajrsx

%% Hamzah Kamma, dkk, FIQH SIYASAH, (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara
Magani),( Kota Solok, Sumatra Barat, 27312, PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI, 2023), h. 1-2

% Wahyu Abdul Jafar, “Figh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” Al
Ima¥ah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): h. 18.

Ie
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oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada’iyah oleh lembga
yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi
atau eksekutif.

b. Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah, disebut juga politik luar negri.
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara
dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini
ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi’yah, yang mengatur

etika berperang, dasar dasar diizinkan berperang, pengumuman perang,

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter.
Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan
belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak
publik, pajak, dan perbankan.*®

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada Figih siyasah

dtfguriyyah dan figih maliyah. Hal ini dikarenakan Figih siyasah dusturiyah

mgupakan sama hal nya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan
rugj:kan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul

V\lgthhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul al-siyasah ala syar“iyyah,

i o

prfrflsipprinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini
]

adaiah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan

=)
keaijdukansemua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial
e

kegayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga

% Supriyanto. (2015). Teori dan Praktik Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: UNY Press

neny wisey jieig
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©
begkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu

neggra untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-
ur%angan maupun sumber penafsirannya.®

= Dalam figh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini
begsal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah ‘“seseorang yang memiliki
otﬁitas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan
seEnjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan pemuka
ag;na) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa
Agb, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau
pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar
dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah
negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata
dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya
adalah undang-undang dasar suatu negara.>’
Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah fikih dusturi, yang

artiya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti

[SE231e3S

v

tesbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya.

T

o]
Figh siyasah dusturiyyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan
kofg]pleks. %8

Semua persoalan tersebut dan persoalan figh siyasah dusturiyyah umumnya

0 A318

tici;_a'}( lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan hadis yang dijadikan

n

g % Moh Mukit, “Implementasi Politik Kebangsaan Nu Terhadap Kebijakan Negara
Dalam Perspektif Figh Siyasa/” 6 (2014): h.18-36.

< 3" Abu Bakar, “Pendekatan Figh Siyasah,” Jurnal Hukum Islam 2, no. 3 (2019): 127-180.

2 3 Imam Amrusi Jailani, Dkk. Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h.

225
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©
Iagjﬂasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk

dagm hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun
d%m mengatur akhlak manusia. Kedua, kebijakan ulil amri ialah atas dasar
pe?ﬂ’_imbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi
dg kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara
daﬁbermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.®

c
& Figh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan

koi;pleks, Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan figh siayasah dusturiyah
urgUmnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kulliy, baik ayat-ayat
Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam
mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan
masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam
mengubah masyarakat.*

Jika Dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah Islam
m%ﬂingkatkan Kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa Nabi dan
Sa:Eabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan
pe%konomian Umat Islam pada waktu itu. Umat Islam pada masa nabi sangat
Bé'.%]aya karna nabi menggunakan prisip kesejahteraan dan kemakmuran atas

ralEyat begitu juga dilanjutkan denga Abu Bakar al-Shidig.**

Q" Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar, Umar berusaha

jo

memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk

% Suyuti, J. (n.d.). Figh Siyasah; Al-Jahiliyyah dan Pemikirannya. Jakarta: PT. Rajawali
indo Persada. (Cet. I, Ed. I, him. 48-49)
*0 Robert M Kosanke, “Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah” (2019): h. 20-55.
* Umi Kalsum. (2020). Pembangunan Sosial Berbasis Masyarakat. Jakarta: Sinar Grafika.

G
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©
itlIdJEUmar memberi tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur

be@asarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan
p%uangan mereka dalam menegakkan Islam. Selain dari itu Umar juga
me?_f?yediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak-anak
te%ntar sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal dan disimpankan oleh
walinya makin besar anak itu, pemberian untuknya pun semakin besar pula.*?

c
¢ Umar memberi tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu

pei’r,ama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk
m&getahui cacah. Jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah
Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian
juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk
pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar
sistem yang telah digariskan Umar.*

Dalam konteks figih siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk
m%vujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan

-

mgdarat harus dijauhi dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan

F—

+¥]
Pemerintah bertetangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau
o]

da?t dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan

haﬁ ini mengandung kemudaratan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan

soﬁal.44

(0]

*2yudi Santoso. (2022). Hukum dan Kebijakan Publik: Tinjauan Figh Siyasah. Surabaya:
ir Press

*% Zainul Arifin. (2019). Pengantar Figh Siyasah. Bandung: Rosda

* Abdul Wahab Khalaf. (2010). Siyasah Syariyyah: Prinsip dan Aplikasinya. Jakarta:
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©
g Siyasah Maliyah (politik ekonomi islam) merupakan suatu kebijakan hukum

yagg dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin
te-%enuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam
se%gai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur
h@ngan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu
deazgan individu. Siyasah Maliyah membahas tentang sumber-sumber keuangan

c
negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional,

QO

keJ_m!entingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.*

g Figih Siyasah Maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan,
pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik Negara,. Pengaturan dalam
siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di
dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang
menyangkut harta.*°

Dalam figh siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pun pengaturannya
diél?ientasikan untuk kemaslahatan rakyat, Pemerintah harus bersikap adil dalam
mgﬁsejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud
d% kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang

™
hu;ZUmnya wajib atau juga dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah

m§rupakan salah satu untuk mensejahterakan masyakatnya yang mengatur

1S Jo A318

—  *Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan,” Industry and Higher Education 3, no. 1
(2021): h. 1689-1699.
46 . . - s P -y = - .
Dzikrina Puspita et al., “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana
Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung Review Of Siyasah Maliyah Fikih On Use Of
Vifthge Funds In Batukarut Village , Dalam Islam Terdapat Fikih Batukarut Kabupaten Bandung
DdR;Untuk Mengetahui Tin,” Prosiding Hukum Ekonomi Syari’ah 5, no. 2 (2019): h. 320-330.
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©
jaghnya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan

-
peRgeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum.

o
o Menurut Al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam

bLiunya yang berjudul " Teori Politik Islam " ,keimamahan didefenisikan sebagai

=
kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil

da{ZA Nabi saw.*’
c
& Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata

Q
khalifah, amir atau imamabh.

g a. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat
orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang
menjadi "title atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim
sebagai gelar yang berlabel agama".

b. Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau

;U") contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.

g c. Amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan dalam kamus Inggris

g diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.*®

% Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dalam Figh Siyasah yang

I

m§mbahas tentang masalah Perundang-Undangan didalam suatu kenegaraan.

S

K&ﬁten dari Figh Siyasah Dustriyah yaitu konsep-konsep konstitusi

(0]

(Lfﬁ’,dangUndang dasar negara dan sejarah lainnya Perundang- Undangan dalam

Agluejn

*” M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2001), Cet. I, h. 86
*8J. Suyuti Pulungan, Figih Siyasah; Ajaran dan Pemikiran , (Jakarta; PT.Raja Grafindo

Pefsada, 1997), Cet I11, Ed. | h. 48-49
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©
sugu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang), Lembaga

-
degyokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan.*

o
o Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan

m?_s_yarakat, Di antara istilah-istilah itu ada yang cakupan maknanya sudah jelas
dglugas dan ada yang masih membutuhkan interpretasi. Secara kategoris istilah
taér dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, tafsir sebagai produk, ia
m&upakan hasil dialektika seorang mufassir dengan teks dan konteks baik secara

jeb)
lengkap 30 juz, maupun yang hanya sebagian ayat alQur’an. Kedua, tafsir sebagali

pr%es, ia merupakan aktifitas berpikir untuk menafsirkan objek (dalam hal ini
teks al-Qur’an dan realitas) Sebagai proses. *°

Maka ia bersifat dinamis untuk selalu ‘menghidupkan’ teks secara terus
menerus dan tidak pernah mengenal titik henti. Hal ini sesungguhnya merupakan
konsekuwensi logis dari keinginan seorang mufassir untuk mendialogkan teks al-
Qur’an yang statis, dengan konteks yang selalu dinamis. Tafsir sesungguhnya
beﬁifat dinamis dan merupakan proses yang tak pernah mengenal titik henti,

-

(¢]
tebalgyukti secara historis kaum muslimin telah melakukan kajian tafsir, sejak Nabi

F—

+¥]
Mghammad SAW, para sahabat, tabi’in dan bahkan hingga sekarang ini.>*

o]
€ Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia

ATU

diemuka bumi. Ini karena, kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari

Jp L3181

* Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan
MéRUurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah, Jurnal llmu
Syglah Hukum Poitik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021), h. 67

0 Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-
Qw: an,” At-Tibyan 3, no. 1 (2020): h 1-16.
1 M. Umer Chapra, Islam Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.
6.
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akgvitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala

segatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Manusia
di-g{ptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa yang tidak ikut dalam
ak%_vitas keduniaan, bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak memedulikan
at@an Allah SWT dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah SWT
mﬁciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah SWT) yang

c
mgnpunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan

jeb)
segala kreasi menuju kebaikan.®?

g Untuk kepentingan inilah Allah SWT telah memberikan (menyediakan)
segala sesuatunya yang akan manusia butuhkan di muka bumi ini. Oleh
karenanya, “kebajikan” tidak bisa diartikan sebagai seberapa banyak seseorang
mempunyai dan bisa menikmati kekayaan ataupun kekuasaan. Bukan pula
kebajikan itu berupa penghindaran diri dari hiruk pikuk dunia dan menyendiri

hanya kepada Tuhannya. Namun kebajikan itu adalah seberapa banyak kita

m%nbuat kemaslahatan untuk sesama.>®

123}

Sasaran kesejahteraan sosial dalam al-Qur’an adalah sesuai dengan sistem

wn
&
kemanusiaan yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Kesejahteraan social dalam al-

D

Qg’an tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan juga

i o

terfgermin dalam kehidupan rohaniah. Sebab persoalan keterbalakangan,

S

ke!?'bdohan dan kemiskinan bukan hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani

S ufe3ng jo

%2 Ahmad Mustaniruddin, “Konsep Al-Qur"an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial
Menuju Masyarakat Madani” Jurnal Journal Of Qur’an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember
2019), h. 39

53 Etc. Azharsyah, Pengantar Ekonomi Islam, 2021.
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seEJZerti mental, motivasi dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang

-
diaput.>*
=

—

o Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur’an

=
surat An-Nisaa’ ayat 9 :

N
N
o
Y
\
\

Z_ & > o s A - - Do >
Ww o - R > — M N
) »@-‘-l"u-"jgfﬁ—‘ oAl esds

z /// :g s 82 -

YELES N%ﬁw
6.
v
(((:;.%
v

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
Py meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang merek
© khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
c

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar. ” (Q.S. An-Nisaa’: 9)

Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orangorang
yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah
meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang
kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan
mgﬂdekatkan diri kepada Allah. Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada
an%k yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti
mgfnperlakukan anak kandung sendiri.*®

~  Islam juga mengajarkan etos kerja yang tinggi dengan mengerahkan segala

G,
kefhampuan yang ada pada diri Kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam
<

S 39 AjrIs1a

> Ahmad Mustaniruddin, “Konsep Al-Qur"an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial
Mefuju Masyarakat Madani” Jurnal Journal Of Qur’an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember
2019), h. 39

g > Alquran dan Terjemahan, Terbitan Toha Putra, 2000, An-Nisaa’ ayat 9

wn
<« *®Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsir, Jilid X (Jakarta: Surat Menteri Agama
Reflublik Indonesia, 1991), h. 128.
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©
keﬁdupan ini guna demi kesejahteraan, yang disebut dengan itgan atau ihsan.

Sqfagaimana sabdanya:

5 SNC TSN
3 Rasulullah Saw bersabda, Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai
su@u perbuatan yang dikerjakan secara itqan (profesional)” . (HR. Ad-Dailamiy).
5 Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas
kéutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar
se%ai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini,

jaﬁ;%}nan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan
dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak
kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu,
seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas
maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.”’
Penelitian Terdahulu

& Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam
m%akukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan penelitian
tefdlahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis.
Ngnun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam
mes;pperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu

]
bethpa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

@)
Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan:

%" Stephen R. Coney, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59,”
| Madaniyah 9 (1997):h. 21.

—
= I
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g Pertama, skripsi milik Hajar Hari Antoro pada tahun 2015 yang berjudul

“E’E;:ktivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di
D%a Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
beljidasarkan 2 pengukuran efektivitas dalam pelaksanaan PKH di bidang
Pe;é-didikan di desa Sungai Kakap yaitu produktivitas dan keseluruhan prestasi,
peﬁksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai
ngf)(ap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui
b;Uasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di
degil Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf
pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan
bahwa pelaksanaan PKH di Bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak
berprestasi, karena masih belum sepenuhnya 12 tepat sasaran sesuai dengan
kriteria PKH dan belum mampu mencapai tujuan PKH bidang pendidikan.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Yohana Floridina Purba
paé_)a tahun 2014 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga
H%bpan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor”. Berdasarkan data-
d% yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dapat disimpulkan Efektivitas
Pe@ksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan
qudEan Johor adalah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jawaban hampir seluruh
re%onden terhadap alat ukur penelitian yaitu ketepatan sasaran program,
ke(%’yasan terhadap program, keberhasilan pelaksanaan program, tujuan dan
m?;—'nfaat, menghasilkan jawaban efektif .

=

& Dan yang ketiga, ialah skripsi milik Shella Yulia Rosalina pada tahun

%]
2018 yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
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U%ya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Di Kota Semarang

(A?g.alisis Bimbingan Penyuluhan Islam) . Hasil penelitian menunjukkan, proses
pe-ggksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di
K%amatan Ngaliyan Kota Semarang yakni sebagai berikut: 1). Target penetapan
sa%ran calon penerima PKH. 2). Penetapan lokasi penerima Program Keluarga
H%apan 3). Proses persiapan pertemuan awal dan validasi 4). Penyaluran bantuan
S)gPembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan 6). Verifikasi
k(ﬂ?;ﬂtmen 7). Penangguhan dan pembatalan 8). Pemutakhiran data 9). Pengaduan
pe%irta PKH.
c

Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan memahami
lebih jelas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di wilayah
berbeda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang muncul di setiap
wilayah. Persamaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas program.
Perbedaannya terletak pada fokus, jika ketiga peneliti tersebut mengambil fokus

wn

mé_"salah ke bidang pendidikan dan juga pelaksanaan program PKH secara
(¢]

ke@luruhan. Maka, peneliti sendiri akan memfokuskan penelitian ini pada

W
efégtivitas E-Warong dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
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I BAB IlI

{ah]

-

o METODE PENELITIAN

=
Jexjis Penelitian

=

—- Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam
=

penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk

=
dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu
c

p&elitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang
jeb)
tedfadi.
QD
c
Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif
Fiqh Siyasah”
Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata

=
tefulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

@
&
La(asi Penelitian
o]
S Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian
<
daa mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti,
P@a penelitian ini penulis memilih lokasi Di Desa Tarai Bangun Kabupaten
Lo =
Kampar dan itu juga merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis
Y

tupannya agar mempermudah jalannya penelitian.

Sal

41
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; S%}bjek dan Objek Penelitian

-
1o Subjek dari penelitian ini adalah Warga, Kepala Desa Tarai Bangun, dan
o

—

o Pedamping PKH Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar.
=
2—0Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

=
— (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 di Desa

Buepun-6uepun 1Bunpuig eldigyeH

Tarai Bangun Kabupaten Kampar.

ASNS N

D. Sumber Data

A

o Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi
duj yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber data primer
Sumber data primer adalah adalah data-data yang diperoleh secara
langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber

data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung

dari lapangan.

9 p]

2. %Sumber data Sekunder
:: Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas
E'dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah
gyang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian
giyang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

E. P@ulasi dan Sampel

g Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu

to%}k penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah
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©
pegelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut

-
presedur tertentu sehingga dapat mewaikili populasinya secara reperesentatif.

©
=

o Populasi dalam penelitian ini sebanyak 220 orang yang menerima bantuan
Pr%ram Keluarga Harapan (PKH). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini
bgumlah 10 orang yaitu terdiri dari 8 orang penerima PKH, 1 orang pendamping
Pl§-|, 1 orang perangkat desa yaitu Kepala Desa. Dalam penelitian ini peneliti
mgcrhggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan
te;Jnik untuk mengambil sumber data penlitian dengan berbagai pertimbangan.
P;l;timbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui
tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling
menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi
sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas.>®
Teknik Pengambilan Sampel

Teknik atau pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
PLEbosive Sampling, yaitu merupakan teknik untuk mengambil sumber data
pegelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang

F—

tegebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang Kkita harapkan, atau
o]
mgﬁgkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan

e

pefgeliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data

]
ya.'g‘b dihasilkan sangat berkualitas.

%8 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B,(Bandung:

Alfabeta,2019), h. 289
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4]
é. T%}Rnik Pengumpulan Data
g = _
o 1o Observasi
2 B
E o  Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan
= : : : : :
3 Edengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala
3 =
& cyang diselidiki.
= —
o
=
§ ZmWawancara
c
& Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti
jeb)
-umengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan

nei

melakukan pencatatan secara sistematik. WWawancara dapat dipandang sebagai
metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara
sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda
tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan
g.?harian lainnya

o
H. Mgtode Analisis Data

I

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini

an@lisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis

U@ orwe

ak.gn menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar

A

S

seEéra utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

neny wisey jrredAg uejng jo



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-B6uepun 1Bunpuing eidio yeq

©
I BAB V
{ah]
-
o PENUTUP
=
jeb)
=
Kesimpulan
~
C Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam
=

pepgumpulan data. Maka, penulis d apat menarik kesimpulan sebagai berikut:

c

14 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri
jeb)

A Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar sudah
QD

< terlaksana dengan baik, penetapan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)
pun sudah tepat sasaran sesuai prosedur yang ada, hamun saja ada bebarapa
masyarakat yang masih saja pro dan kontra terhadap program ini.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa
Tarai Bangun Kabupaten Kampar yakitu faktor penghambatnya dari

gpelaksaan ini kurangnya sosialisasi dari dinas sosial, atau pendamping desa,

(¢]
7juga kurang partisipasi dari keluarga penerima manfaat PKH untuk

F—

+¥]
é_berkumpul ketika ada sosialisasi juga kurangnya dimanfaatkan dengan baik
o]

dan faktor pendukungnya bagian koordinasi setiap pihak-pihak yang terkait

ua

oleh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri

AJISIDA

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar sudah
baik, dan banyak juga masyarakat yang antusias dalam program ini yang
lebih  mempermudahkan perangkat desa dan pendamping desa untuk

mengumpulkan masyarakat dan melakukan sosialisasi.

63

neny wisey jrredAg uejng jo



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

64

©
3= Menurut tinjauan Figh Siyasah bahwa seorang pemimpin memiliki peran

10 ).

yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu
upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat dan menetapkan
-sebuah  peraturan program keluarga harapan PKH guna juntuk

mensejahterakan masyarakat kurang mampu yang mana dalam Figh Siyasah

NIn!lw eyd

nnva termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah. Hal tersebut sesuai dengan salah

n

% satu kaidah Figh Siyasah yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap
jeb)
-orakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Ini merupakan bentuk dalam

jab
< melaksanakan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang pemimpin,
agar terciptanya suatu kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari peran

pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan maka diperlukan

seorang pemimpin yang ulil amri.

B. Saran

Setelah mengetahui permasalahan dari penelitian ini. Maka, penulis
9 p]

ot
m%nberikan saran yaitu:

1.3- Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya Desa Tarai Bangun agar

Jrua

"segera mencegah faktor yang jadi penghambat bagi semua masyarakat, agar

)

.pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ini berjalan dengan baik dan

Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasanya perlu adanya penambahan

ISI9A

kuota Program Keluarga Harapan (PKH) untuk seluruh Indonesia khususnya
Desa Tarai Bangun dan adanya pendataan kembali warga yang berhak

mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena belum meratanya
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©
gProgram Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Desa

r -
o Taral Bangun.

o
2.5, Kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan untuk

=
—-dapat menggunakan Program Pemerintah ini dengan Sebaik-baiknya agar

tujuan dari program PKH dapat berjalan sesuai yang diharabkan dan dapat
membantu kesejatraan masyarakat Indonesia agar keluar dari zona

kemiskinan.

d BYSNS NIN X

3.-uKepada Aparat pemerintah Kabupaten Kampar dan seluruh masyarakat serta

nei

instansi-isntansi agar dapat berkerjasama supaya keiinginan untuk

menciptakan masyarakat yang sejahtera terwujud.
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Indonesia, Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5.

al 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang

2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program

PéFaturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
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© Hak=sipta _ﬁ_ lik U &x_ Sgska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

.u. ,. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

ncara Kepala Desa, Desa Tarai Bangun

. Apakah ada kendala selama Program Keluarga Harapan ini berlangsung?

. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa

Tarai Bangun?

. Apa yang menjadi Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan PKH di Desa

Tarai Bangun?

Wawancara Pedamping PKH

.
Q

c

B

dTwe[sy 33835

Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Subtansinya dari Peraturan
tersebut?

Apa saja Prosedur yang harus dilaksanakan dan disiapkan dalam
menentukan Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Tarai Bangun apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku?

Apa yang dilakukan Pedamping PKH dalam menetapkan Calon KPM
PKH?

Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa
Tarai Bangun?

Siapa saja yang menjadi Sasaran PKH?

Berapa Jumlah KPM di Desa Tarai Bangun?

V\@Nancara KPM PKH

:-
<1.

. Apakah dengan adanya PKH di Desa Tarai Bangun sudah meningkatkan

&4}\9;1

nery wisey ;[wz(gbue”ng)go

Apakah Bapak/Ibu sebagai KPM PKH?

Kesejahteraan Sosial Bapak/Ibu?

. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa

Tarai Bangun?
Bagaimana Peranan dari Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH)?
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© Hak@m—r—— SKasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

l... .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
=H I\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

=H /\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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u_:,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

=2:())
. mic 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

=H /\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

9YeH ®

SRripsi dengan judul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai
@_ngun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Figh Sivasah vang ditulis

aieh:

e

(= Nama : Felna Luthfia Mursvid

—~ NIM : 12020425835

o Program Studi : Hukum Tata Negara (Sivasah)

c

m p - - .

= lelah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
F‘%&ulias Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
© Pekanbaru, 29 Oktober 2024

c

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Akmal abdul Munir,Le.,MA

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji |
Dr.H.Rahman Alwi,MA

=)

P:-ﬁ_e:nguji II =
Di.H.Henrizal Hadi, Le.,MA

Mengetahui
Wakil Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum

&

Dr.H/AKmal abdul Munir, LOMMA
NIP. 19711006 200212 1 003
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@ a2 o J1. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
SUIN SUSKX RIAUO. Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id
et O e ——————— ==
S8E
Norfor>  : Un.04/F.I/PP.00.9/4145/2024 Pekanbaru,25 April 2024
Sifaf 2 :Biasa
Lamp. 3 : I(Satu) Proposal
Halz & :Mohon Izin Riset
3 i
o
§ %epada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Zail

QO

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh . )
= Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

(i3

dniversitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FELNA LUTHFIA MURSYID

~uad ‘uenieuad ‘Uedipipuad uebiauaday
o 2due) L sing efley Lninies neje uel

NIM : 12020425835

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
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~_bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : :
-~ Pelaksanaan Program Keluarga Harapar (Pkh) Berdasarkan Perafufan Menmeri Sosial"Nomor—
1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Figh Siyasah

—

1
<EX

w»  Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.
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Akmal Abdul th, Le, M.A
711006 200212 1 003
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PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
KANTOR KEPALA DESA TARAI BANGUN

Alamat : JI. Kubang Raya - Tarai Bangun Kabupaten Kampar

SURAT KETERANGAN
Nomor : IO/ /SK/TRB/ V1/2024

lw eipdio YqH ©

_—Yang bertanda tangan Kepala Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang
abupgten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

BuepunsBuepun 1Bunpuinq ejc

ﬁama : FELNA LUTHFIA MURSYID
INIM : 12020425835

7!vacrsitas : UIN Suska Riau

glF'mlgr:au-nnl Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

“Nama tersebut diatas telah melakukan Riset Penelltlan tentang “ Pelaksanaan
ngrnm Keluarga Harapan ( PKH ) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor
-1 Tahun 2018 ” di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

.IJ

dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di Tarai Bangun
i ngpal 112 Junmi 2024
‘"?7"\'. ESA TARAI BANG
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-—Demikian~surat “keterangan ini~ kami~ bari}fah‘ﬂéﬁ‘gan‘sebermnya‘ untuk~dapat—
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PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR....... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG Kode Pos : 28412
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8 Lokasi Penelitian

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/261
Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

epalﬁei dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
—Penanaman._Modal _Dan.. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:
D PTSP/ NON IZIN-RISET/65063 Tanggal 2 Mei 2024, dengan Inl memberi Rekomendasi =

FELNA LUTHFIA MURSYID

12020425835

UIN SUSKA RIAU

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

S1

PEKANBARU

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

: *Qengan ketentuan sebagai berikut:
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ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan
pengumpulan data ini.

= 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan
terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demlkian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak
terkait ﬁ;arapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Mei 2024

a.n. KEPALA. BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR

Rekomendasiini disampaikan Kepada Yth:
1. Desa Taral Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakuitas Syariah dan Hukum UIN Suska Rlau di Pekanbaru ) =

3. Yang B&rsangkutan
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

@ Gedung Menara Lancang Kuning Lantal | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend, Sudirman No, 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117PEKANBARU
: 2 B Emall : dpmptsp@riau.go.id
ol o
g = § -~
E®2o &
§33 ©
S 3 E g Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65063
353 TENTANG
= == 3
< (=
o 8 g_ = PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
C UOg = DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
gEag &
X Kepdla Dina§_Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
B an Riset dari ; Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
Wn g} P.00:8/4145/2024 Tanggal 25 April 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
3 (=] m
@  1.Nama :  FELNA LUTHFIA MURSYID
S 2 NN KTP : 12020425835
:_' 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
o 4, Jerwg Y |
S 5. Alamat :  PEKANBARU
= 6. Jur@ Penelitian . PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN
= PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI
= BANGUN KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
=, 7. Lokasi Penelitian :  DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
Q
3
Bengan ketentuan sebagai berikut

didak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan,

Belaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
g‘_enaitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
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Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
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Isampalkan da Yth :
2, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsl Riau di Pekanbaru
. Bupati Kampar
= Up. KepalaKantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbary
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u_c;l 1. Dilarang mengutip sebagiar atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
nwf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/en b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

OGS ERIAD 2. Dilarang mengumumkan dan rnemperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam heniuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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( Dr. H. Ahmad Zikri, 5.Ag, MH )
NIP. 196809102012121002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan darn menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memiperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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